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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI RANCANGAN

Menlmbeng

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DT}IGA}I RAIIUAT TT'IIAII YAIIG UAIIA ESA
GUBDRITUR I{USA TEI|GGARA TIUUR,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 33 Tahun 2019 telah ditetapkan pedomtrn

pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten / Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2O19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi,
pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan
we\nenang Kementerian yang menyelenggarakan urL\san
pemerintahan dibidang hukum;

c. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelaksanaan
harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi
rancang€rn peraturan daerah Kabupaten / Kota sebagaimana
dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Gubemur Nusa

Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2O19 tentang Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi
Nusa Tenggara Timur, perlu diubah;

d, bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huryf b dan huruf 9, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

: l.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan l.embaran

Mengingat

Negara Republik Indonesia Nomor rca9l; Q



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679\;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33
2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
33);

Tahun
Daerah
(Berita
Nomor

TEMUTUSI(AN:

MenetapLan : PERATURAII GITBERITUR TENTAIIG PERUBAIIAIT ATAS

PERATT'RAN GUBERITT'R ITUSA TEN(X}ARA TIMUR I{OMOR
33 TATIUN 2,AT9 TENTAI{G FASILITASI RANCAI{GAN
PERATI'RAI| DAERAII ITABT'PATEIf/KOTA SE PROVII|SI
IYUSA TENGGARA TITI'R.

Pasd I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33

Tahun 2O19 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota se
provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g'

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai surat
permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

dilengkapi dengan:
a. Naskah r€rncangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota rangkap 6

lenanl; tlp

(1)

(21

(3)



b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;

c. Naskah Akademik, kecuali ranc€rng€rn Peraturan Daerah tentang
Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;

d. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancang€ur Peraturan Daerah
Perubahan;

e. Rekomendasi Gubernur melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa untuk rancangan Peraturan Daerah tentang
Desa:

f. Rekomendasi Gubernur melalui Biro Organisasi untuk rancangan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah; dan

g. Surat keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan
konsepsi ranc€rngan peraturan daerah Kabupaten / Kota dari Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, diketik dengan jenis huruf bookman old
s@rle, ukuran huruf 12 dan di atas kertas F4.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal a

(1) Dafam pelaksanaan rapat fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf b, Tim Fasilitasi mengundang:
a. Bupati/Walikota;
b. DPRDldan
c. perancang peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mengundang Bupati/Walikota, DPRD dan perancang peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi
dapat mengundang:
a. perangkat daerah terkait sesuai jenis

Kabupaten/ Kota; dan/atau
b. tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasd II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara ?imur.
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